
LEUBARAtr DA.ERAII
KABI'PATEN UA"'ALENGKA

lYOlf,OR:4 TAHTIIT 2OL8

PERATTIRAIT DAFJRAII TABI'PATEIT UA"'ALEITGKA

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERI'BAIIAJY AITGGARAX PEITDAPATAN DAIT BEL,AISJA DATRAII
rABI'PATEN UA"'ALENGKA TAEIIIX AITGGARAT 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Uenimbang :
a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Romawi V point 11

lampiran Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2Ol4
tentang Pedoman Pen5rusunan APBD Tahun 2015,
Pembahan Parsial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
selaqfutnya harus ditampung dalam Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD serta sehubungan adanya perkembangan yang
tidak sesuai dengan asumsi kebiiakan umum APBD, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan
antar jenis belar{a, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam
tahun anggara.n berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD
Tahun Anggaran 2O15;

b.bahwa.... .. -... -..2
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten
Mqfalengka Nomor: 9O2 |t<8P.14-PIMP-DPRD /2015 Tahun 2015
tentang Persetujuan Pimpinan DPRD Terhadap Penyempurnaan
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran
pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
engsaran 2O15 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat
*u[-a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
enggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun Anggaran 2015.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 14 Tatrun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalarn Lingkungan Propinsi Djawa Elarat

@erita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah

diubah dengan undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupa.ten Dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Barat (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 31, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2851);

2. Undang-undang Nomor 6 Tal.un 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1g83 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 32621sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

undang-undang Nomor 16 Tahun 2OO9 tentang Penetapan Peraturan
pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 5 Tahun 2OO8 tentang
Perubahan Keempat Ata.s Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi
undang-undang 0rmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9
Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4e991;
3.Undang-Undang...... 3
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 ter::tang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 tahun 2OOO tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

{I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39871;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggtra Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851];

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 38741, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2O Tahun 2OO1 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO1 Nomor 134,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor  15O);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara
(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47,
Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendah€rra€rn
Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara {Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a4OO);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O04 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa2\;

1 O.Undang-Undang... -4
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintalran Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Soae);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a\
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244,
Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah
{lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679l;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi
Pemerintahan (Iembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O14
Nomor 292, Tarnbahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 11), Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah teraktrir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2Al4 tentang
Perubahan Keenarnbelas Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gafi Pegawai Negeri Sipil (I,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O13 Nomor 5711'

l7.Peraturan Pemerintah- - - -..4
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Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 2OO0 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2O0O Nomor 21O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aO28l;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahlun 2OO4 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04
Nomor 9O, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44161, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7 tentang Perubahan
11stiga. Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah (Icmbaran Negara Republik Indonesia
Tatrun 2OOT Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 471211'

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20O5 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4SO2l, ssfoagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2O12 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O12 Nomor 171, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 53aO);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a5751;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20O5 Nomor 138, Tambahan tembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576l. sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2oLo tentang Perubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O
Nomor 11O, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

22 -Peraturra n Pemerintah. - -. 6
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5

Nomor 140, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
a5781;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman
Pen5rusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 150, Tambahan
I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20A6 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah fl.embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 25, Tambahan Lembarart
Negara Republik Indonesia Nomor a6l4l;

27_

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang Iaporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Iaporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Lalrcran Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyaral<at firmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor 19, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 46931;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota. (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentarrg Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 83, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738h
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO7

Nomor 89, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor
474r1;

3O. Peraturan Pemerintah. -...7
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30. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Dekonsentrasi

dan T\rgas Pembantuan (Irembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2o08Nomor2o,Tarnbahanl.embaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor 4816);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politjk (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun2oogNomorlS),sebagaimanatelahdiuba}rdenganPeraturan
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2Ol2 tentarrg Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 Tentang Bantuan Keuangan Kepada

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahro,a 2OL2

Nomorlg5,Tambahanl.embaranNegaraRepubliklndonesiaNomor
5351);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2O1O tentang Pedoman

Pen5rusunan Peraturan Dewan Perwakilan Ratryat Daerah Tentang

Tata Tertib Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara

RepubliklndonesiaTahun2oloNomor22,Tambalranl,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

33- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2O1O tentang Tata cara
PelaksanaanT\rgasdanWewenangsertaKedudukanKeuangan
Gubernur sebasai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (kmbaran
Negara Repubf,k lndonesia Ta]run 2010 Nomor 25, Tambahan

tcitaran N.gara Republik lndonesia Nomor 5107) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O11 tentang

Perubatran Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2O1O tentang

Tata Cara Pelaksanaan T\rgas dan wewenang serta Kedudukan
Keuangal Gubernur seuagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi

fi,embiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44,
,iambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2A9h

34. Peraturan Pemerintah No*ot 69 Tahun 2OLO tentang Tata Cara

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Iembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O1O

Nomor 119, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5161);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan Grmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);
36.Peraturan Pemerintah.. "8
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Peraturan Pemerintah Nomor 3O Tahun 2O11 tentang Pinjaman
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1 I Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah Daerah
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52721;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2O14 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara /Daerah {tembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 92, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagairnema telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2O15 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2OL4 ten.tang Desa (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O15 Nomor 157, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 57171;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2O14 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168,
Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2O15 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6O
Tahun 2O14 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 88, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 569a1;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang Pengadaan
Barang/Jasa Milik Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2O15
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2O1O tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655h

42.Peraturan Menteri.....9

41.



9

42. Perat;tran Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah fBeita Negara Republik Indonesia Tahun 2O11

Nomor 31O);

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2OO7 ter:rtang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belartja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 36 Tatrun 2O11 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2OO7 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525;

44- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2O07 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O07 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungfawaban Pengguna.an Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O11 Nomor 45O) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Delam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2O11 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berita
Negara Republik IndonesiaTahun 2O12 Nomor 54O);

47 .Peratlrran Menteri...... 1O
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47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2 teniang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor 7541;

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2O14 tentang
Pembentukan Froduk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2O14
Nomor 32);

49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2O14 tentang
Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2O15 (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 68O);

5O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Telrulr 2O14 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalarn Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengqjuan,
Penyaluran dan Laporan Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O14 Nomor 17441;

51. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:
92|PMK.A7|2OLS tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Ktrusus
Tambahan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2O15);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2OO5

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupa.ten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2OO5 Nomor 8 seri E|;

53. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2OO8

tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka
(Iembaran Daerah Kabupaten Mqialengka Tahun 20O8 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);

54. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2OO9
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Majalengka fi.embaran Daera]r Kabupa.ten Majalengfta Ta]run 2OO9

Nomor 2);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2OO9

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Kepada
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten
Majalengka (I.embaran Daerah Kabupa.ten Mqjaleng!<a Tahun 2OO9
Nomor 5);

56.Peraturan Daerah---- -.. 1 1
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56. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1O Tahun 2OO9

tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2O09 Nomor 1O)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 8 Tahun 2OlL tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Majaleng!<a Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mqialengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2O11 Nomor 8).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

Dan

BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN:

UeaetapLan : PERATIIRAIT DATRAH TEIIIAIIG PERITBAIIAN
ANGGARAN PEITDAPATAIT DAIT BELI\ITJA DAERAII
KABI'PATEN UA"'ALEITGIIA TAIIIN ANGGARAN
2()15.

Pasat 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2O15 dapat diuraikan dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula

b. Bertambah

R:p. 2.27 O.O8O -T 56 -7 15,64

Rp. 225-693.7O4.5O9.17

Jumlah pendalmtan setelah trrerubahan Rp. 2.495.774.461.224,81

2.Belar{a.................. 12
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72

Belanja

a. Semula

b. Bertambah

Jumlah belanja setelah perubahan

surplusl (defrsiQ setelah perubahan

Pembiayaan

a) Penerimaan

1) Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah penerimaan
setelah perubahan

bl Pengeluaran

1) Semula

2) Bertambah/{berkurang)

Jumlah pengeluaran
setelah perubahan

Jumlah pembiayaan netto
setelah perubahan

Rp. 2.30 1.758.327 .OOO,77

Rp. 378-727.439.557.O4

Rp - 2.62O -485.766. 557,8 1

Rp. (12a.71 1.3O5.333,OO)

Rp. +2.402-570.285,13

Rn. 123.O33.735.O47.87

Rp. 165.436.3O5.333,O0

Rp. 1O.725.OOO.OOO,OO

Rp. 3O.OOO.OOO.OO0.OO

Rp. 4O-725.OOO.OOO,OO

Rp. 124.771.305.333,00

Rp. 262.276-005.317,52

Rp. 659.279.699.29

Rp. 262-935.285.016,81

Rp. 1.299.150.888.091,12

Rp. 92.562.984.77O.88

Rp. 1.391-713.872-862,00

c.I^ain-1ain............ 13

ksal2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah
1) Semula

2) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah pendapatan asli daerah
setelah perubahan

b.Dana perimbangan
U Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah dana perimbangan
setelah perubahan



pendapatan daerah yang sah
setelah Perubahan

{2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a
terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah pendapatan asli daerah
setelah perubahan

b.Retribusi Daerah

1) Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah retribusi daerah
setelah perubahan

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

l3

c. Lain-lain pendapatan daeratr yang sah

1) Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah lain-lairr

U Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan
setelah perubahan

d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula
2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah
setelah prubahan

Rp. 708.653.863.307,00

Rp. 132.471.440.039.OO

Rp. 841.125.303.346,00

Rp. 57.402-729.992,33

Rp. (371.956.198.a8)

Rp. 57.030.773.793,85

Rp. 25.1OO.155-99A,49

Rp. (3.602.82a.587.31)

Rp. 27.497.33L4O3,18

Rp- 7.063.503.215,26

Rp (1.755.a78.867.481

Rp. 5.3O8.O24.347,78

Rp. 172-709.6L6-119,44
Rp. 6.389.539.352.56

Rp. 179.O99.155-472,00

(3|.Dana perimbangan .....14
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(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis PendaPatan:

a. Dana bagi hasil

1) Semula
2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah dana bagi hasil
setelah perubahan

b. Dana alokasi umum

U Semula

2l Bertambah/(berkurang)

3) Jumfah dana alokasi umum
setelah perubahan

c. Dana alokasi khusus

1) Semula

2l Bertambah/(berkurang)

J;11rnlah dana alokasi khusus
setelah perubahan

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat(1) hurufc terdiri darijenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah

U Semula

2l Bertambah/{berkurang)

Jum1ah Hibah dari Pemerintah
setelah perubahan

b. Dana Darurat

1) Semula

2l Bertambahl{Berkurang}

Jsrnlah Dana Darurat
Setelah Perubahan

O,OO

U
o,oo

Rp. 133-5L7.206.091,12
Ptp. \22.540.235.229-t2l

Rp. LLO.976.970.862,00

Rp. 1.115.O55.7O2.OOO,OO

Rp. O.OO

Rp. 1.115.O55.7O2.OOO,OO

Rp. 5O.577-98O.OOO,OO

Rp. 115.103.22O.0

Rp. 165.681.2OO.OO0,OO

Rp.

Rp. O,O0

Rp. O.0O

Rp. O,OO

lo.Dana bagi hasil..... 15

Rp.
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c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainya

U Semula

2l Bertambahl@erkurang)

Jumlah dana bagi hasil pajak
dari provinsi setelah perubahan

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

U Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah penyesuaian dan
otonomi lrtrusus setelah perubahan

Rp. 110.781- 193.593,00

Rp. 10.O40.1a9.953,OO

Rp. 120.421.343.546,00

Rp. 437-L81.234.458,OO

Rp. 25.425.453.542.0O

Rp. +62.606.688.000,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya

Pasat 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat2
atas:

1) Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah bantuan keuangan
dari provinsi atau pemerintah daerah
lainnya setel,ah pembahan

a. Belanja tidak langsung
U Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja tidak langsung
setelal perrbahan

b.Belanja langsung

U Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja langsung
setelah perubahan

Rp. 160.691.435.256,00

Rp. 97.OO5.836.544.O0

Rp. 257.697.271.8O0,OO

Rp. 1.392.596.467.434,99

Rp. (4.478.5O7.159.2O1

Rp. 1.388.117.960.275,79

Rp. 9O9.161-859.565,78

Rp. 323.205.946.716.24

Rp. 1.232.367.806.282,02

(2|.Belanja Tidak Langsung...... 16
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(2) BelanjaTidak l^angsung ssfagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri darijenis belanja :

a) Belanja pegawai

U Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja pegawai
setelah perubahan

b) Belanja bunga

1) Semula

2| Bertambah/fberkurang]

Jumlah belanja bunga
setelah perubahan

c) Belanja subsidi

U Semula

2t Bertambah/ (berkurang)

Jurrlah bela4ja subsidi
setelah perubahan

d) Belanja Hibah

1) Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja hibah
setelah perubatran

e) Belanja Bantuan Sosial

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja bantuan sosial
setelah perubahan

o,oo

o,oo

Rp. 934.150.0O0,O0

Rp. 345.OOO.OOO,OO

Rp. 1.277.L92.296.011,O3

Rp. (32.468.8OO.OOO.OOI

Rp. 1.244.723.496.011,O3

Rp. O,OO

Rp. 0.OO

Rp. O,OO

Rp. O.OO

Rp. 615.850.OO0.OO

Rp. 1.55O.OOO.OOO,OO

o.oo

Rp. 345.OOO.OOO,OO

f).Belanja Sagi Hasil.. -.. 17

Rp.

Rp.

Ro.
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t7

Belanja bagi Hasil

1) Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlatr belanja bagi hasil
setelah perubahan

Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula

2l Bertarnbah/(berkurang)

Jurnlah belanja bantuan keuangan
setelah perubahan

Belanja Tidak Terduga

1) Semula

2l Bertambahlperkurang)

Jumlah belanja tidak terduga
setelah perubahan

Belar{a langsung sebagaimana dimaksud
dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

t) Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja pegawai
setelah perubahan

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja barang dan jasa
setelah perubahan

Rp. 3.502.058.052,80

Rp. O,OO

Rp. 3.502.O58.052,80

Rp. 1O9.472-963.371,16

Rl. 27.024.442.840.80

Rp. L36.497.406.211,96

Rp. 1. r50.ooo.ooo,oo

Rp. 35O.OOO.OOO.OO

Rp. 1-5OO.OOO.OOO,O0

pada ayat {1) huruf b terdiri

Rp. 134-405-295.123,93

Rp. L3.992.269.917.O7

Rp. 148.397.565.041,00

Rp. 334.391. 1L5.267,OO

Rp. 53.165.126.632.95

Rp. 387.556-241.899,95

h)

t3)

c.Belanja Modal...... 18
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Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagairnala dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula

2l Bertamball/(berkurang)

Jumlah penerimaan
setelah perubahan

b. Pengeluaran

1) Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah pengeluaran
setelah perubahan

Rp. 42.402.570.285,13

c. Belanja Modaf

1) Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jurrrlah belanja modal
setelah perubahan

Rp. 440.365.449.174,85

@
Rp. 696-4L3.999.341,A7

Rp. L23.O33.735.O47.aT

Rp. 165.436.305.333,00

Rp. 1O.725.OOO.OOO,OO

Rp. 3o.oOO.Ooo.OOO.OO

Rp. 4O.725.OOO.OO0,O0

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pembiayaan

a. SILPA tahun angaran sebelumnYa

1) Semula

2l Bertarnbah/(berkurang)

Rp- 4t.937 -sto.285,13

Rp. 123.O33.735.O47.87

Jumlah SILPA setelah perubahan Rp. 164.971.245.333,00

b.Pencairan Dana Cadangan. -...... 19



b.

c-

t9

Pencairan Dana Cadangan

1) Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jurnlah pencatan dana cadangan
setelah perubahan

Penerimaan piutang daerah

1) Semula

2l Berta.mbah/(berkurang)

Jumlah penerimaan piutang daerah
setelah perubahan

Rp. O,OO

Rp. O.OO

o,oo

Rp. 465.060.000,00

Rp. O.OO

Rp. 465.060.000,00

Rp.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf b terdti dari
jenis pembiayaan

a. Pembentukan dana cadangan

U Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah dana cadangan
setelah perubahan

Rp. 9.OOO.0OO.OOO,OO

Rp. 3O.OOO.OOO.OOO.OO

Rp. 39.OOO.OOO.OOO,OO

1.725.000.OOO,OO

o.oo

1.725.000.O00,0O

o,oo

o-oo

o,oo

Pasal 5............ -...2O

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

U Semula

2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah penyertaan modal(investasi) Rp.
setelah perubahan

c. Pembayaran Pokok utang

1) Semula

2l Bertambah/(berkurangf

Jumlah pembayaran pokok utang
setelah perubahan

Rp.

Ro-

Rp.

Rrr-

Rp.
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Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam l"ampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang
terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. tampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. I-ampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urr.rsan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. l,ampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintatran Daerah dan
Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per

Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalarn tahun
anggaran ini;

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 7 -....... -.... -.7
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Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Piraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal23 Oktober 2015

BT'PATI MA"'ALEIIIGKA,

Cap/ttd

SI'TRISI{O

Diundangkan di Majalengka
padatanggal i'|i '111o"'o:: 2i:1;

SEITRETARIS DAERAII
I{ABIIPATEIT UJLTALEITGNA,

ntt

[{ktL
ADE RACHUAT ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKATAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

I(TPALA BAGIAIS HI'KI'U,

t{rP.19680327 1996(}3 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, PROVINSI
JAWA BARAT: lzot lzarcl.


